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RESUME HASIL VERIFIKASI 

PADA IPK HGU PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR 

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 
 

1. IDENTITAS VLK 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon 

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 
LVLK 

: Ir. Kurnia 

f. Tim Audit : 1. Adi Supriadi, S.Hut (Lead Auditor); dan 
2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Anggota);  

g. Tim Pengambil 
Keputusan 

: Ir. Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Auditee : PT. Anugerah Langkat Makmur 
b. Jenis Izin Usaha : IPK/HGU 
c. Lokasi : Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara 
d. Periode IPK : Tahun 2016/2017 
e. Luas  : 2.300 Hektar 
f. Pengurus Perusahaan : - Direktur: Musa Idishah 

- Direktur: Abdul Khobir 
- Direktur: Zuraidah Siregar 

g. Manajement Refresentatif : Faisal Rahman 
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3. RINGKASAN TAHAPAN 

 
Tahapan Lokasi dan Waktu Ringkasan Catatan 

Konsultasi Publik  Tidak dilakukan konsultasi publik 

Pertemuan Pembukaan 
Kantor PT. Anugerah 

Langkat Makmur 

8 Oktober 2016 

Menyampaikan dan memberikan penjelasan 
singkat terkait dengan : 

a. Tujuan, sasaran dan ruang lingkup 
verifikasi, tahap dan kegiatan audit 
lapangan beserta metodologinya, standar 
acuan yang digunakan dan susunan tim 
audit. 

b. Menyampaikan aturan acuan audit 
standar VLK termasuk ketentuan tentang 
kerahasiaan dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen 
dan Observasi 
Lapangan 

Kantor dan areal IPK 
PT. Anugerah Langkat 

Makmur 8-10 Oktober 2016 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa dokumen/data/laporan 
produksi dan penjualan. 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji 
petik, wawancara dan penandaan 
ketelusuran kayu. 

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen 
dan observasi lapangan menggunakan 
acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen 
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 

Pertemuan Penutupan 
Kantor PT. Anugerah 

Langkat Makmur. 

10 Oktober 2016 

a. Penyampaian kesimpulan audit 
mencakup temuan kesesuaian dan 
ketidaksesuaian serta meminta konfirmasi 
auditee atas kesimpulan audit. 

b. Pemberian catatan ketidaksesuaian dan 
konfirmasi waktu pemenuhannya. 

c. Membuat dan mendatangani BA 
Pertemuan Penutupan. 

 
 
 
Pengambilan 
Keputusan 

Samarinda, 
21 Oktober 2016 

a.  PT. Anugerah Langkat makmur 
dinyatakan MEMENUHI Standar 
Verifikasi Legalitas Kayu sesuai 
Lampiran 2.4.Perdirjen PHPL 
No.P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b.  Status S-LK PT. Anugerah Langkat 
makmur dapat Diterbitkan  sesuai 
dengan lingkup sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN 

Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. 

 
Kriteria 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk 

kegiatan non kehutanan yang tidak mengubah status hutan. 

 
Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai 

yang terletak di kawasan hutan produksi. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.1.1.a  

ILS/IPK pada 

areal pinjam 

pakai  

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan areal pinjam pakai yang terletak di 

kawasan hutan produksi. 

1.1.1.b  

Peta lampiran 

ILS/IPK pada 

pinjam pakai 

(dilampiri izin 

pinjam pakai 

dan petanya) 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan areal pinjam pakai yang terletak di 

kawasan hutan produksi. 

 
Kriteria 1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk 

kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 

 

Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.2.1.a 

Izin HTHR. 
Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan 

HTHR. 

1.2.1.b 

Peta HTHR 

 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan 

HTHR. 
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Kriteria 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non 

kehutanan yang mengubah status hutan. 

 
Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk 

peruntukkan kegiatan non kehutanan. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.3.1.a 

Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang 

IPK sama dengan 

pemegang izin 

usaha)  

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan 

untuk kegiatan non kehutanan. 

1.3.1.b 

Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang 

IPK yang berbeda 

dengan 

pemegang izin 

usaha) 

 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan 

untuk kegiatan non kehutanan. 

 

Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.3.2.a 

IPK pada areal 

yang dilepaskan 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan 

untuk pemukiman transmigrasi. 

1.3.2.b 

Peta lampiran 

IPK 

 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang 

dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. 
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Kriteria 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 

 
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.4.1.a 

Dokumen 

rencana IPK/ILS 

(survei potensi) 

Memenuhi 

Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang 
diberikan (HGU) yaitu: 

- Sertifikat HGU no: HGU.02.18.00.00.2.00001 
seluas 1.610,03 Ha.  

- Sertifikat HGU no. 02.18.00.00.2.00005 seluas 
714,42 Ha 

Terdapat dokumen buku Laporan Hasil Cruising 
Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) pada PT. 
Anugerah Langkat Makmur seluas 2.300 Ha (23 
petak), di areal Izin Usaha Perkebunan PT. 
Anugrah Langkat Makmur di Desa Singkuang 
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten 
Mandailing Natal tanggal 24 Juni 2015 dengan 
potensi total sebanyak 11.822 M3 (diameter 10 cm 
Up), dengan rincian sbb : 

- Kel.Meranti 4.023,53 m3 
- Ke.RC 7.798,87 m3. 

1.4.1.b 

Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang 

IPK sama dengan 

pemegang izin 

usaha) 

Memenuhi 

PT. Anugerah Langkat Makmur sebagai 
perusahaan pemegang HGU yang melekat sebagai 
ijin IPK adalah sebagai perusahaan pemegang izin 
usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan 
Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis 
Kabupaten Mandailing Natal seluas ± 20.000 Ha,  

- SK. Bupati Mandailing Natal Nomor : 
525/481/K/Disbun/Tahun 2004, tanggal 26 
Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) kepada PT. Anugerah Langkat Makmur 
seluas ± 20.000 Ha (dilampiri peta) dan masuk 
kedalam APL 

- Dokumen ANDAL, RKL dan RPL a.n. PT. 
Anugerah Langkat Makmur telah disahkan oleh 
Bupati Mandailing Natal (H.Amru Daulay, SH) 
Nomor : 660/2977/BPDL/2007 tanggal 11 
Desember 2007 
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Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.4.1.c 

Izin usaha dan 
lampiran petanya 
(bagi pemegang 
IPK yang berbeda 
dengan 
pemegang izin). 

Non Applicable 
Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha 

yaitu PT. Anugerah Langkat Makmur. 

1.4.1.d   

IPK pada APL. 

Memenuhi 

Sesuai pasal 24 ayat 2 Permenhut, Nomor 
P.62/MenLHK-Setjen/2015, bahwa HGU berlaku 
dan melekat sebagai IPK.  

Terdapat dua sertifikat HGU yang masuk kedalam 
rencana Pembukaan Lahan tahun 2016 s/d 2017 
yang luasnya 2.300 Ha, yaitu: 

- Sertifikat HGU no: HGU.02.18.00.00.2.00001 
seluas 1.610,03 Ha.  

- Sertifikat HGU no.  

HGU.02.18.00.00.2.00005 seluas 714,42 Ha 

Hasil pengecekan lapangan batas HGU, dapat 
disimpulkan bahwa IPK terletak pada areal yang 
disetujui atau direncanakan. 

1.4.1.e 

Peta 

lampiran 

IPK 

Memenuhi 

Letak lokasi IPK sesuai dengan Peta lokasi. 

PT. Anugerah Langkat Makmur telah menyiapkan 
Peta Permohonan Kegiatan Pembukaan Lahan 
skala 1:100 000. Karena HGU melekat sebagai IPK, 
sehingga tidak diperlukan lagi peta khusus untuk 
IPK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Hasil pengecekan posisi geografis pada peta dan 
lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan 
kesesuaian. 

Batas-batas areal HGU yang dijadikan rencana 

pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu adalah 

sebagai berikut: 

Batas Utara: Sungai Aik Batang Gadis 

Batas Timur: IUPHHK-HTI PT. Anugerah Rimba 

Makmur 

Batas Selatan: Kebun Sawit Koperasi USU 

Batas Barat: Areal perkebunan PT. Alam Estate III. 
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Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi  

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.4.2.a 

IPK pada APL 
Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan APL untuk pemukiman 

transmigrasi. 

1.4.2.b 

Peta lampiran 

IPK 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan 

merupakan kawasan APL untuk pemukiman 

transmigrasi. 

 

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu. 

 

Kriteria 2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS. 

 

Indikator 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.a 
Dokumen 
rencana 
penebangan 
IPK/ILS 

Memenuhi 

Rencana penebangan dan pembukaan lahan tahun 
2016/2017 adalah target penebangan dan 
pembukaan lahan tahun 2015/2016 yang belum 
tercapai. Rencana penebangan IPK pada areal 
HGU milik PT. Anugerah Langkat Makmur 
termuat dalam dokumen internal Rencana 
Pembukaan Lahan PT. Anugerah Langkat Makmur 
tahun 2016/2017. Adapun status lahan sudah 
memiliki sertifikat Hak Guna Usaha, maka tidak 
diperlukan lagi dokumen rencana yang disahkan 
oleh pejabat yang berwenang.  

 
Indikator 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari 
IPK/ILS dapat dilacak balak.  
 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.1.2.a 

Dokumen 

potensi tegakan 
Memenuhi 

Terdapat dokumen hasil risalah hutan 100% yang 

telah dibuat pada bulan September 2015.  

Besarnya potensi tegakan sebesar 11.822,4 m3 
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Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

pada areal kerja dengan Rincian sebagai berikut: 

1. Kelompok Meranti sebesar 4.023,53 m3. 

2. Kelompok Rimba Campuran sebesar 7.798,87 

m3. 

Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut 

bernama Rahimin / Reg:00435-02/TC/II/2013. 

Dokumen hasil risalah hutan diperkuat dengan 

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh 

Team Tenaga Teknis Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 

29 September 2015, yang melakukan uji petik 

risalah hutan dengan intensitas 5%, dengan hasil 

perbedaan taksiran volume sebesar 3,76 % (masih 

dinilai sesuai karena kurang dari 5%). 

2.1.2.b 
Dokumen 
produksi kayu 
(LHP) 

Non Applicable 

Pada areal pembukaan lahan tahun 2016/2017. PT. 

Anugerah Langkat Makmur belum menerbitkan 

LHP, namun sudah memiliki ganis PKB-R yang 

bernama Masrizal Tanjung/Reg: No. Reg. 

00395-02/PKB-R/II/2013. 

 
Kriteria 2.2. Pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan 

pengangkutan kayu. 

 
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.a 

Dokumen SPP 

(Surat Perintah 

Pembayaran) 

DR dan / atau 

PSDH telah 

diterbitkan. 

Memenuhi 

Target penebangan dan pembukaan lahan tahun 

2016/2017 adalah target penebangan dan 

pembukaan lahan tahun 2015/2016 yang belum 

tercapai.  Sehingga administrasi tata usaha kayu 

HGU belum menggunakan peraturan terbaru ( 

P.62/MenLHK- Setjen/2015) dan masih 

menggunakan peraturan lama 

(P.62/Menhut-II/2014) dimana Surat perintah 

pembukaan bank garansi atas PSDH, DR dan PNT 

(25% dari target volume) sudah terbit pada tanggal 

18 Oktober 2015 dari Dinas Kehutanan dan 
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Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.  

2.2.1.b 

Bukti setor DR 

dan / atau 

PSDH 

Memenuhi 

Berkaitan dengan rencana penebangan dan 

pembukaan lahan tahun 2016/2017, PT. Anugerah 

Langkat Makmur dinilai telah melakukan 

pembayaran DR dan PSDH (25% dari target 

volume total hasil risalah hutan), hal tersebut 

didukung dengan bukti adanya Bank garansi yang 

diterbitkan oleh Bank BRI tanggal 1 Nopember 

2015, yaitu: 

- Bank Garansi nomor: 00530117150000324, tanggal 

1 Nopember 2015 sebesar Rp.457.583.700, (Untuk 

Garansi PSDH dan PNT) 

-  Bank Garansi nomor:00530117150000323 tanggal 

1 Nopember 2015 sebesar USD 35.3520,52,- (Untuk 

Garansi DR). 

Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL nomor: 

SE.10/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016 tanggal 6 Juni 

2016, dinyatakan bahwa mekanisme pelunasan sisa 

pembayaran 75%  akan dibayarkan secara 

bertahap setelah Unit Manajemen telah mencapai 

akumulasi LHP 75% dari target melalui rekonsiliasi 

antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Unit 

Manajemen.  

2.2.1.c 

Kesesuaian tarif 

DR dan PSDH 

atas kayu hutan 

alam (termasuk 

hasil kegiatan 

penyiapan 

lahan untuk 

pembangunanh

utan tanaman) 

dan kesesuaian 

tarif PSDH 

untuk kayu 

hutan tanaman 

Memenuhi 

Sesuai dokumen SPP untuk pembayaran bank 

garansi PSDH,DR dan PNT tarif yang dibuat telah 

sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PP 

nomor 12 tahun 2014 untuk perhitungan DR, dan 

telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam 

P.68/Menhut-II/2014, untuk perhitunagan PSDH, 

ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. 
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Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah   

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.2.2.a 
FAKB dan DKB 
untuk KBK 
diterbitkan sesuai 
dengan 
ketentuan. 

Non Applicable 

Untuk rencana penebangan dan pembukaan lahan 

tahun 2016/2017. PT. Anugerah Langkat Makmur 

belum menerbitkan dokumen angkutan berupa 

SKSHHK-KBK. 

2.2.2.b 
SKSKB dan DKB 
untuk KB 

Non Applicable 

Untuk rencana penebangan dan pembukaan lahan 

tahun 2016/2017. PT. Anugerah Langkat Makmur 

belum menerbitkan dokumen angkutan berupa 

SKSHHK-KB. 

 
Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 

 
Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

3.3.1.a 

Tanda V-Legal 

yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

 

Non Applicable 

Untuk pembukaan lahan tahun 2016/2017. PT. 

Anugerah Langkat Makmur belum menerbitkan 

LHP. 

 
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK 

 
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 
Indikator 3.1.1  Prosedur dan Implementasi K3 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

3.1.1.a. 
Pedoman/ prosedur 
K3. Memenuhi 

PT. Anugerah Langkat Makmur sudah memiliki 

Prosedur K3, serta sudah memiliki struktur 

organisasi K3. 

 












